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The biggest source of state revenue is in the taxation sector. 

Taxes are a mandatory contribution for every taxpayer that must be 

paid and are forced by law without receiving direct compensation. 

Therefore, taxpayer compliance plays a very important role in 

increasing state revenuesTaxpayer compliance is a condition that 

every taxpayer has the awareness to fulfill his tax obligations in 

accordance with predetermined regulations. Attribution theory 

explains that the factors considered to influence the level of taxpayer 

compliance are derived from external and internal factors. There is 

also a compliance theory which explains that taxpayers comply with 

the law, namely from an instrumental and normative perspective. 

based on the income he receives The object of this research is UMKM 

Taxpayer Compliance in North Bekasi. The technique used for 

sampling is non-probability sampling. This research involves 100 

respondents to fill out a questionnaire. The test is carried out using the 

SPPS Version 25 application. namely the validity test and reliability 

test. While for testing the questionnaire is done with the classical 

assumption test, F test, T test, and test the coefficient of determination 

and multiple linear regression.The test results from the SPSS output 

obtained F test results of 0.000 <0.05 for all independent variables, and 

in the T test yielded for the variable UMKM tax rate changes of 0.000, 

Tax Socialization of 0.002, and taxpayer perceptions of the corrupt 

behavior of tax authorities of 0.000. Results of test the coefficient of 

determination that R Square is worth 0.555 or means 55.5%. it can be 

concluded that the influence of the independent variable effect of 

changes in UMKM tax rates, tax socialization, WP's perceptions of 

corrupt behavior on the dependent variable UMKM taxpayer 

compliance is 55.5%, while 44.5% is influenced by other factors not 

examined in this studyFrom the results of these tests it can be 

concluded that changes in UMKM tax rates have a positive effect 

onUMKM taxpayer compliance, tax socialization has a positive effect 

on UMKM taxpayer compliance, and taxpayer perceptions of the 

corrupt behavior of tax authorities have a negative effect on UMKM 

taxpayer compliance. 
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1.       PENDAHULUAN  

Setelah melalui masa pandemic covid 19, dibeberapa negara Pandemi tersebut  dinyatakan  

sudah berakhir dan tentunya akan berakhir juga di Indonesia.  Efek pandemi akan mengganggu 

kemampuan pemerintah untuk berfungsi dalam hal yang luas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah 

dengan segara mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung 

lebih lambat dibandingkan tahun 2019 dengan melihat pada data Kementrian Keuangan pada tahun 

2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada kuartal kedua dan ketiga. Selain itu, untuk 

memutus maraknya penyebaran Covid-19, dilakukan isolasi mandiri dan telah menurunkan 

aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak 

Menurut Warsono (2010) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM 

adalah jenis usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jumlah uang 

tertentu dan membentuk badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus memiliki 

keleluasaan untuk menciptakan tata cara usaha yang dapat disesuaikan. Karena UMKM tidak 

pernah diabaikan oleh pemerintah, pertumbuhan mereka telah berkembang sebagai hasil dari 

keberhasilan mereka bertahan dari krisis keuangan 

Menurut Sari (2018) salah satu kebijakan terbaik untuk lebih mendorong pengembangan 

sektor UMKM adalah kebijakan pemerintah tentang manfaat pajak penghasilan bagi UMKM. 

Implementasi ketentuan perpajakan bagi UMKM yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 

dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2014 diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penerimaan 

pajak. Kemudian diterbitkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan perpajakan bagi UMKM 

dan menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang berlaku mulai 1 Juli 

2018. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan 

perpajakan, tarif ini akan berubah lagi pada tahun 2021. Salah satu ketentuannya menyebutkan 

bahwa UMKM dengan omzet 0-500.000.000juta/tahun tidak perlu membayar pph 0,5% perbulan 

dari omzetnya, tapi jika omzetnya mencapai 500.000.000-4.800.000.000/M per tahun diharuskan 

dengan membayar pph 0,5% dari omzet per bulan dari omzet bulanan 

Bekasi Utara memberikan kontribusi terhadap PDRB kota Bekasi sebesar Rp. 

90.982.465,00, menjadikannya salah satu megapolitan terbesar di Indonesia. Bekasi memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 2.932 juta jiwa hingga tahun 2019, dengan mayoritas bermukim di 

Bekasi Utara yang jumlah penduduknya mencapai 337.01jiwa. Banyak pemilik usaha yang 

tergolong UMKM tidak memiliki NPWP. Pasalnya, pajak masih dipandang menakutkan dan 

merugikan bisnis mereka. Mayoritas pelaku UMKM juga tidak menyelenggarakan pembukuan 

reguler, yang menurut pemeriksaan pajak ilegal. 

Menurut Tiraada Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sukarela, dalam 

konteks pelaksanaan tugas pajak wajib pajak dengan maksud untuk membantu pertumbuhan 

bangsa. Sikap otoritas pajak mempengaruhi seberapa baik wajib pajak mematuhi kewajibannya 

untuk membayar pajak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus fiskus yang menyalahgunakan dana 

pajak sehingga mengurangi kepatuhan membayar pajak dan merusak kepercayaan masyarakat. 

Tentunya harus ada sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan 

kepatuhan membayar pajak Semakin banyak pajak disosialisasikan, semakin besar kemungkinan 

wajib pajak UMKM akan patuh jika dilakukan secara efektif. Sosialisasi perpajakan akan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pelaporan pajak, memungkinkan wajib 

pajak UMKM untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas,maka penelitian rumusan masalah adalah “ 

Pengaruh perubahan tarif UMKM, Sosialisasi Perpajakan, persepsi wajib pajak atas perilaku 

korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic 

covid-19.Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif 



 

 

UMKM, Sosialisasi Perpajakan, persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19.Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah , masyarakat, peneliti selanjutnya, dan 

para UMKM dapat mengetahui lebih mendalam mengenai Perpajakan. 

 

 

2.1.    Teori Kepatuhan  

Menurut Tyler (2006) dalam literaturnya sosiologi terbagi menjadi  dua perspektif dasar 

yang membahas tentang bagaimana kepatuhan terhadap hukum yaitu terdiri dari perspektif 

normatif dan perspektif instrumental. Perspektif instrumental mengungkapkan  kepentingan 

pribadi serta respon terhadap perubahan-perubahan insentif dan  hukuman yang berhubungan 

dengan sikap secara penuh mendorong individu.Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan 

apa yang dianggap orang sebagi bentuk moral dan  bertentangan dengan kepentingan pribadi. 

 Hukum yang dianggap konsisten dan sesuai dengan norma sendiri cenderung ditolak oleh 

orang-orang tertentu. Istilah "komitmen normatif melalui moralitas" mengacu pada penentuan 

hukum seseorang berdasarkan pandangannya sebagai kewajiban. Sebaliknya, komitmen normatif 

melalui legitimasi mensyaratkan pengabaian hukum karena institusi yang membuat hukum 

memiliki kapasitas untuk mengontrol perilaku. 

2.2. Teori Atribusi 

  Menurut Judge & Robbins (2017) Teori atribusi adalah hipotesis yang menjelaskan 

bagaimana ketika kita melihat tingkah laku seseorang, kita berusaha memastikan apakah kekuatan 

internal atau eksternal yang harus disalahkan. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi secara internal 

dianggap berada langsung di bawah kendali orang tersebut. Tingkah laku yang dianggap sebagai 

akibat dari alasan eksternal, yaitu orang yang dianggap bertindak sebagai akibat dari keadaan, 

adalah tingkah laku yang disebabkan oleh keadaan luar. Teori kontribusi mengkaji proses melalui 

mana seseorang merasakan faktor atau keadaan yang dihasilkan dari sikap mereka 

2.3. Teori Daya Pikul 

Menurut Mardiasmo (2019 : 6),Teori daya pikul adalah  Setiap orang harus menanggung 

beban pajak yang besarnya sama, artinya pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan 

kemampuan masing-masing orang. Jika jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan 

wajib pajak, mereka akan merasa bahwa sistem tersebut adil. untuk mengukur daya pikul 

seseorang terdapat 2 pendekatan, yakni : 

a. Melakukan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang 

dimiliki disebut unsur objektif 

b. Pendekatan yang melihat dan harus terpenuhinya seberapa besar kebutuhan material adalah 

unsur subjektif. 

Pengaruh Perubahan Tarif UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMK 

 Berdasarkan teori atribusi, lingkungan atau faktor internal wajib pajak, seperti situasi 

keuangan mereka, menentukan kewajiban pajak. Sedangkan status keuangan sangat membantu 

untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan, menurut teori 

kepatuhan (compliance theory). Hal ini dimaksudkan agar dengan tarif yang lebih rendah atau 

lebih kecil, Wajib Pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif PPh 

Final UMKM disesuaikan dari 1% menjadi 0,5% untuk pengusaha perorangan UMM dengan 

pendapatan tahunan antara 0 -4,8 miliar, dan diubah sekali lagi mulai tahun 2022, bahwa PPh final 



 

 

akan diterapkan untuk objek pajak dengan pendapatan bruto (omset) diatas 500 juta - 4,8 

miliar.Tujuan adanya perubahan ini selain membantu UMKM agar tidak berat dalam membayar 

pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian Kumaratih (2020) menunjukkan hasil 

perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

 Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi 

perpajakan. Hal ini disebabkan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap perpajakan adalah sosialisasi perpajakan. Besarnya pemahaman wajib pajak 

terhadap pajak meningkat seiring dengan banyaknya wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi 

tentang pajak. Dalam rangka meningkatkan dampak kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban 

perpajakannya. 

 Namun, sosialisasi pajak yang kurang akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin sedikit wajib pajak yang diberitahu dan didorong untuk 

membayar pajaknya.Menurut penelitian Kumadji (2015) sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut Husaini (2015),hasil penelitian 

menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

menurut wulandari (2015) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib 

pajak 

 

Pengaruh persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM 

 Persepsi korupsi berdampak signifikan terhadap seberapa besar kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Kepatuhan pajak akan meningkat sebanding dengan seberapa kecil dugaan 

korupsi yang terjadi. Karena gagasan bahwa pejabat pemerintah akan menggunakan dana yang 

terkumpul untuk keperluan pribadi mereka, warga negara yang membayar pajak tidak mau 

membayar pajak mereka. Karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah 

yang terungkap ke publik, korupsi akan terlihat semakin merajalela. untuk mengurangi 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konsekuensinya, persepsi korupsi berdampak pada 

kepatuhan wajib pajak. Sehingga presepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2020), yang menyatakan presepsi korupsi dapat 

memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.Penelitian 

Rachmania, astute, utami (2016) Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 

persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

3.        METODE   

 Penggunaan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dengan omset 

500.000.00Juta/Tahun-4.800.000.000M/Tahun.Teknik pengambilan data dengan melalui 

kuesioner.Teknik Pengambilan sampe dengan menggunaan Non probability sampling dengan 

Teknik purposive sampling.Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sampel.Teknik Aanalisis 

data yang digunakan adalah 1.skala Likert. 2.Uji Validitas & Realibilitas 3.Uji Asumsi Klasik(Uji 

normalitas, Mulitkolonieritas, Heterokedastisitas), Uji Hipotesis(Uji F,T,dan Koefisien 

Determinasi, dan Analisis Regresi Linier Berganda. 



 

 

4.  HASIL  

Tabel 4. 1 

Statistik  

N JENIS 

KELAMIN 

UMUR PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PENDAPATAN 

PERTAHUN 

  100 

responden 

100 

respoden 

100 Responden 100 Responden 

Mean 1,29 3.00 3.35 1.22 

Median 1.00 3.00 3.00 1.00 

Range 1 4 4 1 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 2 5 5 2 

Sumber :Berdasarkan uji spss versi 25 

Berdasarkan output data yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25 memiliki hasil 

bahwa rata jenis kelamin yaitu Laki-laki, umur rata-rata 31-40 tahun, Pendidikan terakhir rata-rata 

pada SMA, dan pendapatan pertahun di bawah 0-500 juta/Tahun 

Analisis Deskriptif 

Menurut (Husein, 2019),data interval terbagi menjadi 

STS TS N S SS 

1.00-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 2 

Hasil uji kuesioner Perubahan Tarif pajak UMKM (X1) 

Pertanyaan N Nilai 

minimum 

Nilai 

maksimum 

Rata-

rata/Mean 

P1 100 2 5 3.32 

P2 100 1 5 3.34 

P3 100 2 5 3.44 

P4 100 2 5 3.43 

P5 100 2 5 4.02 

P6 100 2 5 4.15 

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25 

 Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.2 diatas  dapat diperoleh nilai maksimum dari 

setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1 dan 2. Untuk nilai 5 menyatakan 

bahwan responden sangat setuju mengenai perubahan tarif pajak UMKM ,tetapi ada juga yang 

menilai 1 dan 2 berarti yang berarti sangat tidak setuju & tidak setuju.apabila setiap rata-rata 

dijumlahkan dan dibagi dengan 6 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.61 bdan dapat 

dikatakan bahwa semua responden setujul terhadap Perubahan tarif pajak UMKM 

 

 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji kuesioner Sosialisasi Perpajakan (X2) 

Pertanyaan N Nilai 

minimum 

Nilai 

maksimum 

Rata-

rata/Mean 

P1 100 2 5 4.49 

P2 100 2 5 3.70 

P3 100 2 5 4.15 

P4 100 2 5 3.91 

P5 100 2 5 3.53 

P6 100 2 5 4.54 

P7 100 3 5 4.54 

P8 100 2 5 3.21 

P9 100 1 5 3.05 

P10 100 3 5 4.64 

Sumber:Data Diolah oleh peneliti menggunakan SPSS Versi 25 



 

 

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.3 diatas  dapat diperoleh nilai maksimum dari 

setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1,2,3. Untuk nilai 5 menyatakan 

bahwan responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 

1,2,3 berarti yang berarti sangat tidak setuju, tidak setuju dan ragu-ragu.apabila setiap rata-rata 

dijumlahkan dan dibagi dengan 10 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.976 dan dapat 

dikatakan bahwa semua responden setuju terhadap sosialisasi Perpajakan 

Tabel 4. 4 

Hasil uji Persepsi Korupsi 

 

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25 

 Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.4 diatas  dapat diperoleh nilai maksimum dari 

setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 3 & 4 Untuk nilai 5 menyatakan 

bahwan responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 3 

berarti ragu-ragu  4 berarti yang berarti setuju.apabila setiap rata-rata dijumlahkan dan dibagi 

dengan 7 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 4.83 dan dapat dikatakan bahwa semua 

responden sangat setuju terhadap persepsi korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan N Nilai 

minimum 

Nilai 

maksimum 

Rata-

rata/Mean 

P1 100 3 5 4.82 

P2 100 3 5 4.83 

P3 100 3 5 4.80 

P4 100 4 5 4.85 

P5 100 3 5 4.77 

P6 100 4 5 4.88 

P7 100 4 5 4.89 



 

 

Tabel 4. 5 

Hasil uji Kepatuhan wajib pajak 

Pertanyaan N Nilai 

minimum 

Nilai 

maksimum 

Rata-

rata/Mean 

P1 100 2 5 3.11 

P2 100 2 5 2.93 

P3 100 1 5 2.93 

P4 100 2 5 2.91 

P5 100 2 5 2.93 

P6 100 2 5 3.24 

P7 100 2 5 3.30 

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan SPSS Versi 25 

 Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.5 diatas  dapat diperoleh nilai maksimum dari 

setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1&2, Untuk nilai 5 menyatakan 

bahwan responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 1 

berarti sangat tidak setuju & 2 berarti yang berarti tidak setuju.apabila setiap rata-rata dijumlahkan 

dan dibagi dengan 7 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.06 dan dapat dikatakan 

bahwa semua responden Netral terhadap kepatuhan wajib pajak 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

 untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistrinusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnovl, 

dengan tingkat kesalahan α = 5%, lalu akan mendapat nilai Asymp. Sig (2-tailed). 

Asymp. Sig > 0,05, data berdistribusi normal sedangkan apbilaAsymp. Sig < 0,05, 

data berdistribusi tidak normal. 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 6 

 Hasil uji Normalitas Residual 

Uji asumsi 

Klasik 

Sig Keterangan 

Normalitas 0.095 Data 

berdistribus Normal 



 

 

Sumber:Data diolah peneliti melalui SPSS versi 25 

 Berdasarkan data output tersebut, diketahui bahwa niai signifikansi Asiymp.sig(2_tailed) 

sebesar 0.095 > 0.05.Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas 

kolmogrov-smirnov di atas, dismpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

b. Uji multikolonieritas 

 untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model 

reegresi. Model regresi yang baik tidak mempunyai korelasi diantara variabel 

independen. Kriteria dari pengambilan keputusan adalah:  

1) TOL>0,10 dan VIF<10, artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

2) TOL< 10 dan VIF >10, artinya terdaat gejala multikolinearitas 

Tabel 4. 7 

Uji Multikolonieritas 

Uj

i asumsi 

Klasik 

Varia

bel 

Tolera

nce 

VI

F 

Keteran

gan 

M

ulti 

Kolinierit

as 

Peruba

han tarif pajak 

UMKM 

0.548 1.8

26 

Tidak 

terjadi 

Multikoloniarit

as 

 Sosiali

sasi 

Perpajakan 

0.539 1.8

56 

Tidak 

terjadi 

Multikoloniarit

as 

 Persep

si korupsi 

0.956 1.0

46 

Tidak 

terjadi 

Multikoloniarit

as 

       Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPPS versi 25 

 Berdasarkan Data pada tabel 4.7, hasil pengolahan data maka didapatkan 

hasil yaitu nilai Tolerance dari variable perubahan tarif pajak UMKM sebesar 

0.548 > 0.10 dan VIF 1.826 < 10, variable sosialisasi Perpajakan  nilai Tolerance 

0.539 > 0.10 dan VIF 1.856 < 10, variable persepsi korupsi nilai Tolerance 0.956 

> 0.10 dan VIF 1.046 < 10.Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpukan 

bahwa setiap variable dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas 

c. Uji heterokedastisitas 

 Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat 

varian yang tidak sama dari residual antar observasi dalam model regresi. Jika 



 

 

variannya berbeda disebut heteroskedastisitas, jika tetap disebut 

homoskedastisitasSyarat dari keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah 

1) Nilai Sig > 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

2) Nilai Sig < 0,05 terjadi gejala heteroskedastisitas 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25 

  

 Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk varibel 

perubahan tarif pajak UMKM (X1) adalah 0.017, untuk variable sosialisasi 

Perpajakan (X2) adalah 0.485 , dan untuk persepsi korupsi (X3) adalah 

0.393.Karena nilai signifikasi ketiga variable diatas > 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa  terjadi heterokedastisitas pada X1.Dengan hal tersebut, penulis akan 

melakukan transformasi data penelitian dengan LN. 

 Setelah melakukan transformasi data, maka data uji heterokedastisitas yang 

terbaru adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji 

asumsi Klasik 

Variabel sig Keterangan 

Uji 

heterokedastisitas 

Perubahan 

Tarif pajak 

UMKM (X1) 

0.017  terjadi 

heterokedastisitas 

Sosialisasi 

Perpajakan (X2) 

0.485 Tidak 

terjadi 

heterokedastisitas 

Persepsi 

korupsi (X3) 

0.393 Tidak 

terjadi 

heterokedastisitas 



 

 

Tabel 4. 9 

Uji heterokedastisitas setelah transformasi data 

Sumber : Data diolah peneleiti menggunakan SPSS versi 25 

 Setelah output diatas diketahui, maka variable pada X1, X2, dan X3 tidak 

terjadi heterokedastisitas 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Tabel 4. 10 

Hasil uji statistic F 

Df F Sig 

3 39.949 0.000 

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25 

 Berdasarkan hasil output data SPSS nilai sig sebesar 0.000 <0.05 

dan nilai F 39.949 > 2.70(F tabel), data tersebut dapat diartikan bahwa 

model dalam penelitian layak untuk diuji   

 

 

 

 

 

Uji 

asumsi Klasik 

Variabel Sig 

(sebelu

m 

transformasi 

data) 

Sig 

(sesuda

h transformasi 

data) 

Keteranga

n 

Uji 

heterokedastisita

s 

Perubaha

n Tarif pajak 

UMKM (X1) 

0.017 0.090 tidak 

terjadi 

heterokedastisitas 

Sosialisas

i Perpajakan 

(X2) 

0.485 0.387 Tidak 

terjadi 

heterokedastisitas 

Persepsi 

korupsi (X3) 

0.393 0.164 Tidak 

terjadi 

heterokedastisitas 



 

 

b. Uji T 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji T 

 

 

 

     

     

    

 

 Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25 

 Berdasarkan hasil data output SPSS,maka didapatkan hasil 

Berdasarkan Nilai Signifikansi (sig) sebesar  <  0.05 : 

1. Perubahan Tarif pajak UMKM (X1) sebesar 0.000 < 0.05 maka terdapat 

pengaruh perubahan tarif UMKM terhadap varibel kepatuhan wajib pajak 

UMKM (Y) atau hipotesis diterima 

2. Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0.008 < 0.05 maka terdapat pengaruh 

terhadap sosialisasi perpajakan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau 

hipotesis diterima 

3. Persepsi Korupsi (X3) sebesar 0.000 < 0.05 maka terdapat pengaruh 

terhadap persepsi korupsi kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis 

diterima 

  Berdasarkan Perhitungan Nilai T hitung dengan T tabel (1.984984312) 

1. Perubahan Tarif pajak UMKM (X1) sebesar 5.626 > 1.984984312 maka 

terdapat pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 

atau hipotesis diterima 

2. Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 3.124 > 1.984984312 maka terdapat 

pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau 

hipotesis diterima 

3. Persepsi Korupsi (X3) sebesar -4.265 < 1.984984312 maka tidak terdapat 

pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), 

 

 

 

 

 

Model T sig 

(constant) 10.322 0.000 

Perubahan Tarif pajak 

UMKM(X1) 

5.626 0.000 

Sosialisasi Perpajakan 

(X2) 

3.124 0.002 

Persepsi korupsi (X3) -4.265 0.000 



 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4. 12 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjuste

d R square 

Std.erro

r of the 

estimate 

1 0.74

5 

0.55

5 

0.541 0.19806 

  Sumber:Data diolah Peneliti menggunakan SPSS versi 25 

 Berdasarkan hasil data output pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa R Square 

bernilai sebesar 0.555 atau berarti 55,5%.Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh variabel independent pengaruh perubahan tarif pajak 

UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi WP atas perilaku korupsi terhadap 

variabel depende kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 55,5%, sedangkan 44,5 % 

dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian in 

3.Regresi Linier Berganda 

Tabel 4. 13 

                     Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

model Unstandarized coefficients 

 B Standard Error 

Constant 3.017 6.333 

Perubahan 

Tarif Pajak 

UMKM 

0.028 0.110 

Sosialisasi 

Perpajakan 

0.015 0.105 

Persepsi 

Korupsi 

-0.036 .182 

     Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS Versi 25 

 Berdasarkan data dari tabel di atas, maka hasil perhitungan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y   = 3.017 + 0.028 + 0.015 -0.036 

Y   = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

X1 = Perubahan Tarif Pajak UMKM 

X2  = Sosialisasi Perpajakan 

X3  = Persepsi Korupsi 



 

 

 Dari persamaan regresi linier berganda di atas ,dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 3.017. Tanda positif 

artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan 

variabel dependen.Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel 

independent yang meliputi Perubahan Tarif Pajak UMKM (X1), Sosialisasi 

Perpajakan (X2), Persepsi Korupsi (X3) bernilai 0% atau tidak mengalami 

perubahan,  maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 3.017 

2) Nilai koefisien regresi untuk Variabel Perubahan Tarif Pajak UMKM (X1) 

yaitu sebesar 0.028 nilai tersebut memiliki nilai positif.Hal ini menunjukkan 

jika Perubahan Tarif Pajak UMKM mengalami kenaikan 1%,maka 

kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.028 dengan asumsi variabel 

independen lainnya dianggap konstan 

3) Nilai koefisien regresi untuk Varibel Sosialisasi Perpajakan (X2) yaitu 

sebesar 0.015 nilai tersebut memiliki nilai positif.Hal ini menunjukkan jika 

Perubahan Tarif Pajak UMKM mengalami kenaikan 1%,maka kepatuhan 

wajib pajak akan naik sebesar 0.015 dengan asumsi variabel independen 

lainnya dianggap konstan 

4) Nilai koefisien regresi untuk Varibel Persepsi WP atas perilaku korupsi 

petugas fiskus (X3) yaitu sebesar -0.036 nilai tersebut memiliki nilai 

negatif(berlawan arah) antara variabel persepsi WP atas perilaku korupsi 

petugas fiskus dan Kepatuhan Wajib pajak UMKM.Hal ini menunjukkan 

jika Variabel persepsi korupsi mengalami kenaikan 1%,maka kepatuhan 

wajib pajak akan mengalami penurun sebesar 0.036 dengan asumsi variable 

independent lainnya dianggap konstan 

 

5.  PEMBAHASAN  

Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi 

SPPS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi 0.028’ dimana angka menunjukkan arah 

positif terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh 

nilai sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat dikatakan bahwa perubahan tarif pajak UMKM 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM 

 .Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumaratih (2020) 

menunjukkan hasil perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM.Hal ini juga mendukung dari salah satu teori yang dijelaskan pada bab II yaitu teori 

atribusi yang memiliki arti sifat patuh atau tidak nya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal.Pada variabel perubahan tarif pajak UMKM ini mendukung teori atribusi pada faktor 

eksternal karena hal ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan tentunya memudahkan UMKM 

dan juga teori daya pikul yang dimana wajib pajak melakukan pembayaran perpajakannya sesuai 

dengan seberapa penghasilan yang diterima. 

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  

 Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi 

SPPS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi 0.015 dimana angka menunjukkan arah 

positif terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh 



 

 

nilai sebesar 0.002 < 0.05, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh 

terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM 

 Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumadji (2015) sosialisasi 

perpajakan menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut 

Husaini (2015),hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut wulandari (2015) terdapat pengaruh sosialisasi 

perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak 

 Dengan semakin seringnya melakukan sosialisasi Perpajakan, tentunya membuat wajib 

pajak semakin mengetahui tentang Perpajakan dan akan melakukan pembayaran terhadap 

kewajiban perpajakannya. Hal ini juga mendukung dari salah satu teori yang dijelaskan pada bab 

II yaitu teori atribusi yang memiliki arti sifat patuh atau tidak nya wajib pajak dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal 

Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Korupsi Petugas Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

 Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi 

SPPS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi -0.036 dimana angka menunjukkan arah 

negatif terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh 

nilai sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat dikatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh  

terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.Tetapi angka - pada koefisi regresi pada variabel persepsi 

korupsi  menunjukkan arah negatif yatiu sebesar -0.036 yang memiliki arti bahwa varibel 

persepespi korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana 

persepsi korupsi sudah memilki arti yang negatif dan hasil koefisen regresi -0.036.Walaupun pada 

kuesioner responden rata-rata memilih setuju dan sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar/maraknya terjadi kasus korupsi membuat persepsi wajib pajak memiliki pandangan 

negatif terhadap Perpajakan yang membuat wajib pajak semakin tidak percaya dan tidak mau 

membayar kewajiban perpajakannya. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika (2020), dan Utami 

(2016) terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak.yang menyatakan presepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif atau 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.Setelah melakukan pengujian data, hasil pada 

variabel persepsi wajib pajak menunjukkan berpengaruh negatif.Hal ini juga mendukung teori 

atribusi pada faktor eksternal yang dimana terjadinya kasus korupsi yang dilakukan petugas fiskus 

semakin membuat wajib pajak menjadi tidak mau melaksanakan pembayaran kewajiban 

perpajakannya 

 

6. KESIMPULAN dan SARAN 

 jika dilihat dari hasil penelitian ini,maka dapat simpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak 

UMKM Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ,Sosialisasi Perpajakan 

Berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,Persepsi wajib pajak atas perilaku 

korupsi petugas fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 jika dengan melihat hasil dari kesimpulan,maka didapatkan saran Bagi pembaca, 

diharapkan hasil pada penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan 

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Bekasi Utara.Bagi Pemerintah, diharapkan agar lebih 

baik dan tepat menggunakan keuangan negara dan lebih tegas terhadap pelaku korupsi dan 

menghukum seberat-beratnya para pelaku agar tidak terjadi lagi kemudian hari dan kepercayaan 



 

 

masyarakat akan kembali tumbuh yang membuat mereka akan kembali membayar kewajib 

perpajakannya.Bagi Peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik, dan juga menambahkan variabel-variabel lain seperti tingkat 

pendidikan dan lokasi penelitian yang lebih luas untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak 

yang lebih baik dan saat ingin memberikan kuesioner terhadap responden ditanyakan dulu 

memiliki NPWP atau tidak.Bagi Para UMKM, agar lebih patuh dalam melaporkan dan membayar 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melihat lebih banyak 

informasi yang beredar lebih cepat di media, diharapkan lebih membaca melalui media social atau 

media-media lainnya 
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